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SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA E-PURCHASING
Nomor : 027/0B BLUD Ef0144/I1/2023

untuk melaksanakan
PEMNGADAAN BELANIA BAHAN DEAT-OBATAMN
RSUD Prof. Dr. MARGONO SDEKARIO PURWOKERTO TA 2023
Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARIO PURWOKERTOD

Dengan

FT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

Pada har ini Kamis , tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februan tahun 2023 kami yang bertandatangan dibawah ini
1. Sudar Hestl Karini SKM, NIP.19050006 198902 2 001; Pangkat/Golongan : Pembina/4A Jabatan : Kepala Bidang
Wmmwmwmmw Or. Margoeo Soekane Purwokerioyeng
bertindak wntuk dan atas nama RSUD Prof, Or. Margono Soekarje Purwokertn, yang berkedudulan di 1. Dr.
Mo.l Purwokert, berdasarkan Surat Keputusan Direkbur RSUD Prof. Dr, Margono Soekarjo Punwokerto
Nomor 800/01602/11/2023, Tanggal 28 Februari 2023, yang selanjutnya disebut PTIHAK PERTAMA.

2. TONI HARTANTO Fi : Branch Manager PT, KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION, NPWP. mat Jl. Pahlawan No. 875 Purwokerto, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION yang beralamat J. Pahlawan No. 875
Purwokertn, yang selanjutnya dissbut PIHAK KEDUA,

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadskan perjanfian kerjasama dalam suatu perjanjian Pengadaan
Balanja Bahan Obat-Obatan Pemerintah untuk kegiatan RSUD Prof. Dr. Margono Scekarjo Purwokerto, sesusl dengan
syarat-syarat sehagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini,

PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersabut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA mensrima dan menyandaupl untuk melakssnakan pelerjasn Penoadaan Balania Bahan Obat-Obatan.

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEXERIAAN

Pekerfaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjaniian harus dilaksanakan oleh Plhak Kedua atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tabun 2003 Tentang Keusngan Negars

2. Peraturan Presiden fo. 16 Tahun 2008 Tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Momaor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018
tentang Pengataan Barang!Jase Pemetintah Deserta pervnahnan ten aturan tuTunanmysa

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provins Jawa Tengah Tahun Angoaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jaws Tengah Tahun 2022 Momor
13} Tahun Angoaran 2023

4. Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerabh Prowinsi
Jewa Tengah (Lembaran Daerah provinsi Jaws Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E nomor 1)

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Momor 42 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

6. SK Gubemtr Proving Jawa Tengah Nomor © 055976/ 2008 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2018 Tentang Penstapan
Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dasrah (PPE-BLUDY) Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margong Soskare Purwokerto

7. DPA SKPD RSUD Prof. Dr, Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2023 Nomor ; 00025/DPAS2023 tangaal
30 Desember 20221

8. Dokumen Pemilhan Pengadaan Belania Bahan Obat-Obatan Nomor 027/0B BLUD E/D144/T1/202372, tanggal 16
Februarl 2023;

PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut



NO NAMA BARANG SATUAN JUMLAH S A'IHUA ARTS;?RD) JUML‘?QPI;ARGA
1 | ALBUFORCE TABLET 500 MG TABLET 53,800.00 3,062.80 164,778,640.00
JUMLAH 164,778,640.00
PPN 11.00 % 18,125,650.40
JUMLAH TOTAL 182,904,290.00

===8Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah===
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PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepads PTHAK PERTAMA pekerjaan
sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka wakiu paling lama 30 (Tiga Puluh) har kalender, sejak
diterbitkannya Surat Pesanan (Purchase Order), yaitu sejak tBnggal 23 Februarl 2023 sampai dengan tanggal 24
Maret 2023,

Waktu penyerahan dapat diperpanfang apabila ada permintaan terults darf PTHAK KEDLUA pada PTHAK PERTAMA
dan dapat disetuful selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawsbkan, termasuk
diantaranya adalah Force Majeur,

PASAL 5
CARA PEMBAY ARAN

Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Belenja Bahan Obat-Obatan sebesar Rp, 182,904,290, (Seratus Delapan
Puluh Duz Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembllan Puluh Rupiah), termasuk pajak-pajak
ditakukan sekabigus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUSA menyerahian selunih pekerjaan ditempat
penyerahan yang telah ditentukan, yang di@ngkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima
Pekarjaan olsh Panitia (Pejabat) Pemeriksa dan Penerima Barang.

Pembayaran dilakukan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto
dengan Nomaor rekening abas nama PT, KTMTA FARMA TRADTNG & DISTRIBUTTON
Pajak-pajak yang timbul 1] n Surat Perjangian ind akan menjadi beban PTIHAK KEDUA.

PASAL 6
KEADAAN MAHAR|FORCE MAJEURE

Keadaan Kahar adalah sustu keadaan yang tenadi diluar kehendak para pihak dan tidek dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surst Perdanjian Pengadaan Barang/Jasa Inl merjsd
tidak dapat dipenuhi.

Yang dapat digolongkan sebagsd Keadaan Kahar dalam Surat Perjanfian Pengadaan Barang/Tasa nl meliputi -

. Bencana alam;

Bencana non alam;

. Bentana sosial;

pEMOgokan;

kebakaran;dan/atau

gangguan industr lainnya sebagaimana dinyatakan mefalui keputusan bersama Menteri Keuargan dan

menter ks werkait

Keadasn kahar ini tidak termasuk halhal yang merugikan yang disebablkan oleh perbuatan atau kelalaian para

piak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakdbatkan oleh karena terfadinga keadaan kahar tidak dapat

dikenai sanksi,

Tindakan yang diambil untuk mengatas| terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat

terjacdinya keadaan kahar ditentukan berdasar kesepakatan dan para pihak.

Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada FIHAK PERTAMA sscara terulis

selambat-lambatrya dalam waktu 14 (empat beias) hari kalender seteiah terjadinys keadaan kshar.

Bila keadsan sudah pulih normalmaka secepat mungkn PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PTHAK

PERTAMA secara teriulls bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan

ketentuan :

a) Jangka waktu pefaksanaan yang ditetspkan dalam Perjanfian tetap mengikat. Apabila harus diperpangang,
maka waklu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan
kahar;

b) Bda sebagai akibat dan keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melzksanakan sebaglan besar pekerjsan
selama jangka waktu 60 (enam puluh) har kalender, maka saleh satu pihak dapat memutus Perjanjian
dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kedga ke sebalumnya,

PASAL 7
PEMBATALAN/FEMUTUSAN PERJANIIAN

FIHAK PERTAMA mempunyal hak untuk membatalkan / memuteskan Surat Perjamjian Pengadaan Barang/Xasa Ini
apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tdak memenuhl kewajiban dan @anggungiawab nya sebagaimana
diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Inl.

PIHAK KEDUA teflah menyerahian atau melimpahikan seluruhnya hoges pekeriaan terssbut kepada PIHAK LATH
tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA,

Dengan membateikan/memutuskan Surat Perjandian inl maka semua pekerjaan yang telah sadessl vang berada
dilokasi pekerjaan menjadl milik PIHAK PERTAMA,

PASAL 8
SANKSL DAN DENDA

Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pokerjaan tersebut sesuai dengan jangea wakiu pelaksanaan pekerjaan
yvang tercantum dalam Pasal 3 ayvat (1) Perjanjian inl, maka untuk setiap har ketedambatan PIHAK KEDUA wajil
membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu per seribu) darl ndlal konirak
sebelum pajak.

TENNATENME TEFSATHIT ASEam SWaET 4 P I Sian Mnsemmire iesn ASEan Vawamnan Nnammadacan srEae

mpROoTe



=/

(1)
@
(3)
(4)

(1)

&)
3

€
2

LACIUU UG WU Ual DU/UL WU WY UL R 1 WO B U MRS T I INGT T W I NG YV IO T AT U 1 L U

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9
PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan
perselisihan dilndonesia dengan cara musyawarah.

Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui
Mediasi.

Segala biaya yang ditimbuikan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) diatas, ditanggung oleh PARA
PIHAK.

Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk
menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 10
LAIN-LAIN

Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa”)

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah kandari Surat Perjanjian Perjanjian Pengadaan

Barang/lasa ini :

a) Surat Persetujuan Permintaan Pembelian dari Penyedia Barang/Jasa;

b) Dokumen Pemilihan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Tahun Anggaran 2023.

c) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya : surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan.

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai

adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut diatas.

Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dan belum cukup diatur

dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah

pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian

vang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11
PENUTUP

Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku
sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini.

Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp.10.000,-(Sepuluh
ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

Pihak Kedua Pihak Pertama
Untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa Untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo

PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Purwokerto
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RSUD Prof. Dr
D‘.-“;’\REONO SOEKARLO

TONI HARTANTO WIBOWO, S.Farm,Apt DAY
Branch Manager o ZPenbir
IP. 19650906 198902 2 001




